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KATA
PENGANTAR

Alhamdulillah, puji hanya milik Allah swt., tuhan semesta alam,
yang merisalahkan agama Islam sebagai panduan umat, Salawat serta
salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah
yang melaluinya risalah Islam disebarkan, risalah yang mengatur
kehidupan muslim dalam berbagai aspek, termasuk kewarisan.

Buku “Antara Fikih dan KHI, Upaya Harmonisasi & Peningkatan
Pemahaman Kewarisan Masyarakat Adat Di Tanoh Gayo’, merupakan
sebuah gambaran upaya dan langkah yang kami lakukan untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat adat (suku Gayo, Aceh,
Minang, Batak, Jawa dan Madura) di Aceh Tengah tentang kewarisan
Islam dan mengharmonisasikannya dengan sistim pembagian
kewarisan Islam menurut KHI

Buku ini lahir dari keresahan terkait dualisme penerapan hukum
Islam dalam sistim kewarisan di Indonesia, yakni fikih dan KHI.
Yang meskipun sejatinya sama dan selevel, akan tetapi pada faktanya
berbeda, yang mengakibatkan perbedaan praktik pada masyarkat.
Kami menemukan banyak kasus pembagian kewarisan pada
masyarakat yang mengabaikan norma-norma KHI.

Untuk itu, kami melakukan upaya peningkatan dan harmonisasi
pemahaman masyarakat terkait sistim pembagian kewarisan Islam,



agar dalam proses pembagian masyarakat mengerti dan tidak
mengabaikan norma-norma KHI.

Buku ini merupakan gambara upaya yang telah dilaksanakan,
data peningkatan pemahaman, aspek-aspek yang mudah dan
sulit dipahami oleh masyarakat terkait sistim kewarisan Islam.
Dengan membaca buku ini, akan tergambar langkah-langkah yang
dapat dilakukan sebagai salah satu opsi upaya dalam merubabh,
meningkatkan dan mengharmonisasi permahaman masyarakat
terkait kewarisan Islam.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu dan mendukung proses penulisan
buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi
sumber inspirasi bagi para pembaca, serta turut berkontribusi dalam
mempererat harmoni dan toleransi antara beragam elemen dalam
masyarakat Indonesia

Takengon, 19 Maret 2024
Ketua Tim
Dr. Ahmad Sholihin Siregar, MA
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BAB |

PENDAHULUAN

yariat Islam merupakan padanan yang paling mewakili untuk
Sajaran Islam. Syariat Islam terdiri dari 3 unsur, yakni akidah,
hukum dan moral.! Ketiganya ini merupakan ajaran yang harus
diterapkan oleh seluruh muslim dalam menjalakan kehidupan. Akan
tetapi, hukum atau disebut dengan hukum syarak menempati tempat
yang paling istimewa dan paling dikenal sebagai padanan dari syariat
karena ia secara khusus mengatur tentang perbuatan-perbuatan
perbuatan muslim dalam hubungan dengan pencipta maupun
makhluk.

Hukum Islam, sejatinya, merupakan titah Allah swt. Yang
berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik tuntutan atau
ketetapan.” Akan tetapi, dalam perkembangannya, berbagai turunan
hukum Islam baik dalam bentuk fikih, fatwa, ganun dan gadha pada
nyatanya juga disebut sebagai hukum Islam. Hal ini disebabkan
bahwa hukum Islam sebagaimana didefinisikan oleh ushul fikih

' Ahmad Sholihin Siregar, Ushul Fikih: Pengantar Ilmu Hukum Syarak (Tangerang:
Mahara Publishing, 2019), h. 92.
Penulis, al-Bayan fi ‘Ilmi Ushiil al-Figh (Ponorogo: Darussalam Press, 1998), h. 11.

3 Lihat Khudari Bek, Ushiil al—Fiqft, il 1 (Mesir: al-Maktabah al-Mishriyyah al-Kubra,
1969), h. 20. Az-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhith fi Ushil al-Figh, jil. 1 (Kuwait: Wizarah
Auqaf wa as-Sywin al-Islamiyah, 2002), h. 117.
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tidaklah dapat diterapkan sampai kemudian dijelaskan lebih lanjut
oleh berbagai turunannya. Sebagai turunan dari hukum Islam, fikih
mendapatkan tempat yang sangat istimewa sebagai “manifestasi” dari
hukum Islam, karena ia memang merupakan satu-satunya penjelasan
yang menyeluruh dan komprehensif dibandingkan turunan
lainnya. Karena itu, sangat sering, istilah hukum Islam bermakna
fikih.* Bentuk lain, peraturan yang dilandaskan pada syariat yang
ditetapkan oleh pihak yang berkuasa, atau disebut sebagai qanun,
juga merupakan hukum Islam yang sifatnya lebih mengikat bagi
masyarakat. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa qanun yang
digunakan mulai dari UU no. 1 tahun 1974, KHI, Qanun Jinayah
harus diakui merupakan bagian dari hukum Islam Indonesia.
Hukum Islam, bagaimanapun juga, tidak bisa lepas dari
pengaruh kebudayaan dan adat pada suatu tempat ia dipahami atau
diterapkan.® Pengaruh-pengaruh kebudayaan terhadap hukum Islam
mudah terlihat pada masalah perkawinan, kewarisan, politik dan
sebagainya. Karena itu, sesuai dengan kaidah perubahan hukum
terhadap perubahan sosial,® pemahaman terhadap hukum Islam
seiring ia dibawa ke tempat-tempat yang berbeda akan mengakibatkan
penafsiran yang berakibat pada penyesuaian-penyesuaian terhadap
tempat pelaksanaannya.” Hal inilah yang mengakibatkan munculnya
perbedaan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia pada masalah
perkawinan dan kewarisan,® misalkan dengan hukum Islam
sebagaimana ditulis pada literatur fikih pada umumnya. Hal ini

* Lihat misalkan pada Marshall Hodgson, The Venture Of Islam (Chicago: Chichago
University Press, 1974) jil. I, hal 338.

* Marshall Hodgson, The Venture Of Islam (Chicago: Chichago University Press, 1974)
jil. T, hal 328

¢ Satjipto Rhardjo, Hukum dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009),
h. 34.

7 Marshall Hodgson, The Venture Of Islam (Chicago: Chichago University Press, 1974)
jil. I, hal 328

8 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Banda Aceh: Pena, 2010), h.
68, lihat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
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BAB I

HUKUM WARIS ISLAM

Hukum Islam dan Hukum Mawaris

Istilah “hukum Islam” di Indonesia mempuyai pemaknaan tersendiri
dikalangan para ahli yang terkadang berbeda maksud antara satu
dan lainya. Hukum Islam ditinjau dari segi bahasa terdiri dari dua
kata yaitu “hukum” dan “Islam”. Hukum dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia diartikan sebagai (1) peraturan atau adat yang ditetapkan
oleh penguasa atau pemerintah dan bersifat mengikat, (2) peraturan
atau undang-undang yang berfungsi untuk mengatur pergaulan
hidup masyarakat, (3) keputusan yang ditetapkan oleh hakim dalam
peradilan/vonis.'®

Kedua kata Islam yang mempunyai definisi agama Allah
yang dibawa oleh Nabi Mumammad SAW kepada manusia untuk
mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun akhirat.
Secara sederhana penjelasan mengenai kata hukum dan Islam diatas
dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah aturan-aturan atau
norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu
masyarakat, baik norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan

' Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Edisi III, Cetakan I, h. 410.
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berkembang dalam masyarakat maupun norma yang ada karena
ditegakan oleh pemerintah, yang sumber utamanya dari Allah. Dari
pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah
hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam."”

Hukum Islam sering juga disebut figh. Figh adalah norma-norma
hukum yang dihasilkan dari interpretasi dari syariah oleh para ulama
ahli hukum (fugaha’). Formulasi pemikiran hasil ijtihad terhadap
teks-teks syariah (Al-Quran dan Al-Sunnah) selanjutnya dijadikan
panduan bagi umat Islam dalam pengamalan kehidupan sehari-hari.
Dari sini lah asal mula hukum Islam diidentikkan dengan figh.'®

Ahmad Rofiq dalam Hukum Islam di Indoneisia menjelaskan
bahwa untuk mendapatkan pemaknaan yang jelas tentang hukum
Islam, perlu dipahami duluistilah syariah dan figh. Hal ini dijelaskanya
dalam kutipan berikut:

“Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia
sebagai terjemahan al-figh al-Islamy atau dalam konteks
tertentu menjadi al-syari’ah al-islamy. Istilah ini dalam
wacana ahli hukum barat disebut dengan Islmamic law.
Dalam al-Quran maupun sunnah istilah al-hukm al-Islam
tidaklah dijumpai, tetapi istilah yang digunakan yaitu
syri'ah yang dalam penjabaranya kemudian lahir istilah figh.
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hukum
Islam perlu dipahami dahulu istilah syari’ah dan figh."”

7" Muhammad Daud Ali, Hukum Islam : Pegantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam
di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 38

'8 Istilah figh terkadang juga diidentik kan dengan syariah, meskipun pada dasarnya
kedua istilah ini sangat berbeda. Syariah mencakup hak-hak dan prinsip-prinsip ajan
Islam, sementara figh hanya berkaitan dengan aturan hukum saja. Syariah mempunyai
ruang lingkup yang lebih luas, ia meliputi segala aspek kehidupan manusia, sedangkan
ruang lingkup figh lebih sempit dan hanya berkaitan dengan aturan-aturan hukum.
Syariah selalu menekankan tentang segala sumber aturan adalah wahyu dan itu tidak
akan diperoleh kecuali dari atau dengan perantaraan al-Quran dan hadist. Sedangkan
figh lebih menekankan pada penalaran. Arah dan tujuan syariah ditentukan oleh
Allah dan Nabinya, sedangkan materi figh disusun atas usaha manusia. Dengan
demikian figh merupakan terminologi tentang hukum sebagai suatu ilmu sementara
syariah lebih merupakan perintah Allah yang harus diikuti. Lihat Ahmad Hasan, The
Early Development of Islamic Jurisprudance, diterjemahkan oleh Agah Ganardi, Pintu
Ijtihad Sebeum Tertutup, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 7.

¥ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 3.
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BAB Il

PEMAHAMAN
MASYARAKAT TENTANG
KEWARISAN [SLAM
DAN KEWARISAN
ISLAM INDONESIA PRA-
PENGABDIAN

ecara keseluruhan, pengetahuan masyarakat adat di dataran tinggi
S Gayo terkait pembagian kewarisan dan kewarisan Islam Indonesia
sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebesar
47,8 dari 100. Artinya, dari pretest diketahui bahwa masyarakat
memahami 47,8% dengan benar pengetahuan terkait kewarisan.
Lebih rinci, berikut penjelasan terkait pemahaman masyarakat adat
di Dataran tinggi Gayo terhadap pembagian kewarisan Islam dan
Kewarisan Islam Indoesia sebelum pelaksanaan pengabdian.

25




Pemahaman terhadap Konsep Umum
Kewarisan Islam

Pemahaman masyarakat tentang konsep umum kewarisan Islam yang
terdiri dari: hukum membagi warisan, pengertian ahli waris, jumlah
ahli waris, bagian-bagian kewarisan, sebab kewarisan dan syarat
ahli waris. Dari 7 butir pertanyaan yang diberikan terkait dengan
pemahaman terhadap konsep umum kewarisan Islam, hanya 110
orang dari 175 orang yang menjawab benar, yang berarti rata-rata 15,7
dari 25 atau 62,8% yang memahami konsep umum kewarisan Islam.
Pada umumnya masyarakat memahami dengan baik hukum
membagi warisan menurut Islam adalah wajib, dengan tingkat 96%
dan bahwa orang yang menerima warisan disebut dengan ahli waris
dengan tingkat 100%. Sedangkan pemahaman masyarakat terkait
perkara yang harus diselesaikan sebelum kewarisan sebesar 64%,
jumlah ahli waris sebesar 40%, bagian kewarisan sebesar 48%, sebab
kewarisan sebesar 48% dan syarat ahli waris sebesar 44%. Berikut
data lebih rinci terkait pemahaman masyarakat adat terkait dengan

konsep umum kewarisan menurut Islam:

No Tentang Skor | Rata Total %

Hukum Membagi

1 . 120 4,8 24 Orang 96%
Warisan

2 | Ahli Waris 125 5 25 Orang 100%
Perkara Sebelum

3 . 80 3,2 16 Orang 64%
Kewarisan

4 |Jumlah Ahli Waris 50 2 10 Orang 40%

5 | Bagian Kewarisan 60 2,4 12 Orang 48%

6 | Sebab Kewarisan 60 2,4 12 Orang 48%

7 | Syarat Ahli Waris 55 2,2 11 Orang 44%

Rata-Rata 62,8%

Dari tabel ini dapat dipahamibahwa pemahaman masyarakat paling
lemah terkait dengan konsep umum kewarisan terdapat pada jumlah
ahli waris, syarat ahli waris, bagian kewarisan dan sebab kewarisan.
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BAB IV

UPAYA MENINGKATKAN
PEMAHAMAN
MASYARAKAT ADAT
TENTANG KEWARISAN
ISLAM DAN KEWARISAN
ISLAM INDONESIA

Pertanyaan yang hendak dijawab pada bagian ini adalah bagaimana
mana upaya meningkatkan pemahaman masyarakat adat di dataran
tinggi Gayo terkait kewarisan Islam dan kewarisan Islam Indonesia.

Sebagaimana direncanakan, upaya untuk meningkatan pema-

haman masyarakat adat di dataran tinggi Gayo terkait kewarisan
Islam dan kewarisan Islam Indonesia dilakukan dengan melakukan

pendampingan berupa pelatihan.

Secara keseluruhan, untuk menjelaskan upaya tim dalam

meningkatkan pemahaman masyarakat adat di dataran tinggi Gayo
terkait pembagian kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia

31




dapat dibagi kepada 2 kelompok, yakni: Upaya peningkatan yang
hasilnya diukur melalui posttest, dan upaya peningkatan yang
hasilnya tidak diukur melalui posttest.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat adat di dataran
tinggi Gayo yang diukur melalui posttest, tim melakukan 3 upaya
sebagai berikut yang terdiri dari: sosialisasi, penyusunan modul dan
pelatihan.

Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan pada saat pembukaan kegiatan, pada Minggu,
13 Agustus 2023. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan pihak yang
memiliki otoritas untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan.
Tim mengundang perwakilan dari MPU untuk menegaskan bahwa
hukum membagi warisan adalah wajib dan berbagai seluk beluknya.
Dalam pretest dan postest, meskipun tidak merujuk keseluruhan
informasi dari pemateri, terdapat 7 soal terkait ketentuan umum
kewarisan Islam.

Tim juga mengundang hakim Mahkamah Syariah untuk
menyampaikan ketentuan-ketentuan kewarisan dalam KHI termasuk
bahwa otoritas penyelesaian sengekta kewarisan adalah milik
Mahkamah Syariah, harta bersama, pembagian harta bersama, dan
bahwa penyelesaian sengketa di Mahkamah Syariah menggunakan
KHI secara khusus, bukan literatur fikih secara umum. Dalam posttest,
secara keseluruhan terdapat 4 soal untuk mengukur pengetahuan
masyarakat terkait ketentuan-ketentuan khusus KHI.

Tim juga mengundang perwakilan kankemenag Aceh Tengah
untuk menjelaskan permasalahan kewarisan yang sering terjadi pada
masyarakat dan perwakilan Majelis Adat Gayo untuk menjelaskan
prinsip-prinsip kewarisan Adat Gayo. Akan tetapi, materi dari
keduanya tidak termasuk dalam soal yang diberikan pada peserta.

Dengan sosialisasi dari pihak yang memiliki otoritas, dapat
diyakini bahwa peserta akan semakin bertambah yakin bahwa
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BAB V

PEMAHAMAN
MASYARAKAT SETELAH
PENGABDIAN

etelah mengikuti pelatihan pembagian kewarisan Islam

dan Kewarisan Islam Indonesia, sebagai bagian dari upaya
meningkatkan pemahaman masyarakat adat di dataran tinggi Gayo
tentang pembagian kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia,
tim pengabdian membagikan post-test untuk mengetahu pemahaman
masyarakat tentang pembagian kewarisan Islam dan kewarisan Islam
Indonesia. Postest berisi 20 butir soal yang sama dengan pretest
untuk mengukur pemahaman dan peningkatan pemahaman setelah
pelaksanaan pengabdian. Pemahaman masyarakat dapat disampaikan
sebagai berikut:

Pemahaman terhadap Konsep Umum
Kewarisan Islam

Untuk mengukur pemahaman terhadap konsep umum kewarisan
Islam, tim menyusun 7 butir soal yang terdiri dari dari hukum
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kewarisan, ahli waris, perkara sebelum kewarisan, jumlah ahli waris,
bagian ahli waris, dan syarat ahli waris.

Setelah mengikuti pelatihan, pemahaman masyarakat tentang
ketentuan umum kewarisan Islam adalah sebesar 90,8%. Artinya,
dari soal-soal konsep umum kewarisan Islam peserta mengetahui
90,8% dari konsep tersebut. Hal ini juga dapat disebutkan bahwa dari
25 orang, 23 orang mengetahui konsep umum kewarisan Islam.

Masyarakat, dalam hal ini diwakili peserta, mengetahui secara
pasti, bahwa hukum membagi warisan berdasarkan hukum Islam
adalah wajib, dengan tingkat pemahaman 100%. Masyarakat juga
mengetahui pengertian ahli waris dengan tingkat pemahaman 100%.
Peserta juga mengetahui jumlah ahli waris seluruhnya adalah 25
orang, dan bagian kewarisan terdiri dari %2, %, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6
dengan tingkat kebenaran masing-masing 96%. Sedangkan untuk
sebab kewarisan yang terdiri dari: hubungan perkawinan, hubungan
nasab dan pembebasan budak, tingkat kebenaran pemahaman
masyarakat adalah 80%. Sebagian peserta, salah memahami bahwa
salah satu sebab kewarisan adalah saudara sepersusuan. Pemahaman
peserta yang paling rendah ada pada syarat ahli waris, dengan tingkat
kebenaran sebesar 76%. Sebagian peserta salah memahami salah satu
syarat ahli waris adalah dewasa, padahal tidak. Lebih rinci berikut
pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan terkait konsep

umum kewarisan Islam:

No Tentang Skor Jumlah Benar %
1 Hukum Membagi Warisan 125 25 100
2 Ahli Waris 125 25 100
3 Perkara Sebelum Kewarisan 110 22 88
4 Jumlah Ahli Waris 120 24 96
5 Bagian Kewarisan 120 24 96
6 Sebab Kewarisan 100 20 80
7 Syarat Ahli Waris 95 19 76
Rata-Rata 90,8%

ANTARA FIKIH DAN KHI - Upaya Harmonisasi & Peningkatan Pemahaman
Kewarisan Masyarakat Adat di Tanoh Gayo




BAB VI

PENINGKATAN
PEMAHAMAN
MASYARAKAT

etelah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, telah

dijelaskan pemahaman masyarakat yang diwakili peserta terkait
pembagian kewarisan Islam dan dan Kewarisan Islam Indonesia.
Selanjutnya, tim mengukur peningkatan pemahaman yang dicapai
oleh masyarakat dengan membandingkan pemahaman sebelum
pelaksanaan pengabdian dan setelah pelaksanaan pengabdian,
sebagai berikut:

Peningkatan Pemahaman terhadap Konsep
Umum Kewarisan Islam

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep umum
kewarisan Islam adalah sebesar 28%. Artinya, pengabdian ini berhasil
meningkatkan pemahaman masyarakat adat di dataran tinggi Gayo
terhadap konsep umum kewarisan Islam sebanyak 28%.
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Peningkatan paling tinggi terjadi pada pemahaman terahdap
jumlah ahli waris, yakni sebesar 56%. Sedangkan yang paling rendah
terdapat pada pengertian ahli waris, yakni 0%, karena sebelum
pelaksanaan masyarakat telah memahami pengertian ahli waris.
Berikut data rinci peningkatan pemahaman masyarakat tentang
konsep kewarisan Islam:

Pretes Posttest Selisih
Rata- 1h Rata- 1h Rata- lh
No Tentang o J o J o J %
Rata | Benar | Rata | Benar | Rata Benar
Hukum Membagi
1 . 4,8 24 5 25 0,2 1 4
Warisan
2 | Ahli Waris 5 25 5 25 0 0 0
Perkara Sebelum
3 . 3,2 16 44 22 1,2 6 24
Kewarisan
Jumlah Ahli
4 . 2 10 4,8 24 2,8 14 56
Waris
5 | Bagian Kewarisan 2,4 12 4,8 24 2,4 12 48
6 | Sebab Kewarisan 2,4 12 4 20 1,6 8 32
Syarat Ahli Waris | 2,2 11 3,8 19 1,6 8 32
Rata-Rata 28%

Peningkatan Pemahaman terhadap
Perbedaan Kewarisan Islam dalam KHI

Peningkatan pemahaman masyarakat terkait ketentuan kewarisan
yang berbeda antara fikih dengan KHI setelah pengabdian
kepada masyarakat adalah sebesar 22%. Peningkatan pemahaman
masyarakat paling tinggi terkait dengan harta bersama dengan
dengan otoritas penyelesaian sengketa kewarisan Islam yakni sebesar
28%. Peningkatan pemahaman paling rendah terkait dengan harta
harta bawaan, yakni 8%. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat
terkait ini telah cukup baik sebelum pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat. Terkait dengan perbedaan kewarisan Islam dalam
fikih dan KHI, pemahaman masyarakat meningkat sebesar 24%.
Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa pengabdian ini telah
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BAB VII

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat disimpulkan dari pengabdian

ini adalah sebagai berikut:

1.

Pemahaman masyarakat adat di dataran tinggi Gayo terkait
pembagian kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia
adalah 47,8%. Pemahaman masyarakat pada umumnya cukup
baik pada bagian konsep umum kewarisan Islam dengan tingkat
62%, akan tetapi sangat kurang pada penguasaan pembagian
harta warisan dengan tingkat 30,22%.

Ada dua jenis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat, yakni: yang diukur dan yang tidak
diukur. Upaya peningkatan yang diukur terdiri dari: sosialisasi,
penyusunan modul dan pelatihan. Sedangkan upaya yang tidak
diukur adalah pembentukan grup diskusi, dan pendampingan
berupa pemberian latihan berkala.

Setelah pelaksanaan pengabdian, pemahaman masyarakat
berubah menjadi 79,4%. Pemahaman masyarakat terhadap
konsep umum kewarisan menjadi sangat baik menjadi 90,8%,
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disusul dengan pemahaman terhadap ketentuan dalam KHI
menjadi 83%, dan penguasaan teknik pembagian harta warisan
menjadi 68%.

Terdapat peningkatan pemahaman masyarakat adat di dataran
tinggi Gayo terkait pembagian kewarisan Islam dan Kewarisan
Islam Indonesia setelah pelaksanaan pengabdian sebesar 31,6%.
Peningkatan tertinggi terjadi pada penguasaan pembagian harta
warisan sebesar 38,6%,, disusul oleh pemahaman terhadap
konsep umum kewarisan sebesar 28% dan perbedaan ketentuan
KHI dengan fikih dalam kewarisan sebesar 22%.

Saran

Berikut beberapa saran untuk pihak tertentu:

1.

Tim pengabdi selanjutnya yang hendak melaksanakan
pengabdian yang sama atau mirip untuk memperpanjang durasi
pertemuan pelatihan,

Tim pengabdian selanjutnya yang hendak melakukan pengabdian
yang sama atau mirip untuk untuk lebih fokus pada penguasaan
pembagian harta warisan.

Tim pengabdian selanjutnya untuk melakukan pengabdian yang
sama untuk guru-guru agama di sekolah umum.

LPM IAIN Takengon untuk mempersyaratkan penjaringan
lapangan pengabdian dari masyarakat ketika melakukan
pengabdian tertentu.

IAIN Takengon untuk membentuk tim advokasi kewarisan Islam
di bawah LPPM.
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4
ANTARA

IKIH & KH

Upaya Harmonisasi & Peningkatan Pemahaman
Kewarisan Masyarakat Adat Di Tanoh Gayo

Buku “Antara Fikih dan KHI, Upaya Harmonisasi & Peningkatan \
Pemahaman Kewarisan Masyarakat Adat Di Tanoh Gayo", merupakan

sebuah gambaran upaya dan langkah yang kami lakukan untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat adat (suku Gayo, Aceh, Minang,

Batak, Jawa dan Madura} di Aceh Tengah tentang kewarisan Islam dan
mengharmonisasikannya dengan sistim pembagian kewarisan Islam

menurut KHI

meskipun sejatinya sama dan selevel, akan tetapi pada faktanya
berbeda, yang mengakibatkan perbedaan praktik pada masyarkat. Kami
menemukan banyak kasus pembagian kewarisan pada masyarakat
yang mengabaikan norma-norma KHI.

3 Buku ini lahir dari keresahan terkait dualisme penerapan hukum
\ Islarn dalam sistim kewarisan di Indonesia, yakni fikih dan KHI. Yang r

Untuk itu, kami melakukan upaya peningkatan dan harmonisasi
pemahaman masyarakat terkait sistim pembagian kewarisan Islam,
agar dalam proses pembagian masyarakat mengerti dan tidak
mengabaikan norma-norma KHL

Buku ini merupakan gambara upaya yang telah dilaksanakan, data
peningkatan pemahaman, aspek-aspek yang mudah dan sulit dipahami
oleh masyarakat terkait sistim kewarisan Islam. Dengan membaca buku
ini, akan tergambar langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai
salah satu opsi upaya dalam merubah, meningkatkan dan
mengharmonisasi permahamanmasyarakat terkait kewarisan lslam.
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